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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor [3 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan wraian di aras, maka
rumusan masalah yang digivkan dalam penelitian ini adalah @ 1) Bagaimana
Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13
Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di  Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?: )
Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaun Penerangan Jalan Dalam
Peraturan Bupari Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinus Pekerjaan
Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika i Kecamaian Pangandaran
Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimana upaya yang dilukukan wniuk
mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamaran Pangandaran
Kabupaten Pangandaran ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Daia-
data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu study pustaka
(literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan
data kualitatif’

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui sebagai berikut : 1)
Pengelolaan Penerangan Jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan  belum
dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar
35.77%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan
belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang
ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam Pengelolaan Penerangan Jalan dengan
menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan
umum.

Kata Kunci : Pengelolaan Penerangan Jalan, Peraturan Bupati



PENDAHULUAN

Sesual Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, pemerintah daerah dalam
hal ini  pemerintah  Kabupaten
Pangandaran diberi kewenangan yang
luas baik dalam urusan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan
pembangunan. Bersamaan dengan itu
pemerintah  daerah juga dibebani
tangpung jawab vang tidak kecil. Untuk
mewnjudkan tanggung jawab tersebut
dibutuhkan kemampuan pemerintah
daerah yang memadai.

Dalam pelaksanaan pembangunan di
era otonomi  daerah  dibutuhkan
partisipasi aktif. swasla dan
masyarakat, dimana pemerintah
berperan  sebagai  motifator  dan
fasilitator. Untuk dapat terlaksananva
program kerja dan Kkegiatan dengan
baik, maka perlu dipersiapkan rencana
kerja yang jelas disemua bidang
termasuk  dalam  hal ini  tentang
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana
yang dilaksanakan oleh bidang Bina
Marga dan Cipta Karva yang
merupakan salah satu organisasi
pelaksana pemerintah daerah kabupaten
dibidang infrastruktur publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Pemerintah Daerah diharapkan dapat
melakukan  upaya penataan dan
penyempurnaan perangkat daerah yang

ada di Kabupaten untuk
memberdayakan dan mengoptimalkan
tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan umum
kepada masyarakat melalui penetapan
besaran organisasi yang rasional sesuai
beban dan volume kerja yang
dilaksanakan setiap organisasi
perangkat daerah.

Masalah vang sering muncul dalam
melaksanakan otonomi daerah adalah
prospek  kemampuan  pembiavaan
pemerintah  daerah  dalam  rangka
melaksanakan fungsinya sebagai
penyelenggara pembangunan,
penyelenggara pemerintah serta
melayani masyarakat setempat sejalan
dengan dinamika kehidupan
masyarakat  vang harus  dilayvani.
Begiupula dalam hal penerangan jalan
umum  sebagai  bentuk pelavanan
pemerintah kepada masvarakat.

Bidang Pertambangan, Energi dan
Sumber  Dava  Air  Kabupaten
Pangandaran  melakukan  berbagai
upaya untuk melaksanakan tugasnva
dengan baik vang salah satunyva dengan
pengelolaan penerangan jalan.
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2015 tentang Tugas. Fungsi dan Tata
Kerga  Unsur  Organisasi  Dinas
Pekerjaan Umum Perhubungan.
Komunikasi dan Informatika pada Pasal
12 ayat (3) huruf {f dijelaskan bahwa
Bidang Pertambangan. Energi dan
Sumber Daya Air dapat bekerjasama
dalam melakukan pengelolaan fasilitas
penerangan jalan umum (PJU).

Terdapat beberapa program yang
dimiliki oleh Bidang Pertambangan.
Energi dan Sumber Daya Air dalam
melakukan pengelolaan = fasilitas
penerangan jalan umum (PJU), antara
lain : melakukan pemetaan dan
pendataan penerangan jalan umum,
pemasangan lampu penerangan jalan
umum dan melakukan pemeliharaan
lampu penerangan jalan umum. dalam
membuat  program  kerja  Bidang
Pertambangan, Energi dan Sumber
Daya Air berpedoman pada hasil
Musrenbang yang dilakukan dengan
melibatkan masyarakat sehingga yang
dilakukan intinya adalah  untuk



memenuhi harapan masyarakat
mengenai ketersediaan listrik disetap
wilayah dengan optimal schingga dapat
menunjang kelancaran ekonomi
masyarakat.

Namun berdasarkan hasil penjajagan
diketahui bahwa Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam  Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran masih belum

optimal, yang dibuktikan dengan
indikator sebagai berikut :
Belum  terlaksananya  program

penggantian lampu penerangan jalan
umum dengan lampu hemat energi
sehingga banyak lampu yang mati dan
terkesan kurang dikelola dengan baik
Contohnya : di kecamatan Pangandaran
terpasang lampu penerangan jalan
umum sebanyak 1.267 titk lampu
namun terdapat 236 lampu yang mati.
Adanya tempat-tempat vang
dianggap ideal untuk dipasang listrik
namun sampai saat ini belum terpasang
jaringan listrik sehingga menyebabkan
tempat tersebut sampai saat ini belum
terpasang lampu penerangan jalan.
Contohnya : sepanjang jalan Emplak
tidak ada lampu penerangan jalan vang
terpasang karena memang tidak ada
jaringan listrik di daerah tersebut.
Belum terpasangnya jaringan listrik
sampai di desa-desa schingga masih
ada desa yang belum terpasang lampu
penerangan jalan. Contohnya di Desa
Sidamulih  belum terpasang lampu
penerangan jalan padahal letaknya
dekat dengan Kecamatan Pangandaran.
Berdasarkan latar belakang di atas,
selanjutnya  penulis  merumuskan
masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana
Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor

13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan
Umum. Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran o 2
Bagaimana hambatan-hambatan dalam
Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan
Umum. Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran 2 3)
Bagaimana upava-upava vang
dilakukan dalam Pengelolaan

Penerangan Jalan  Dalam  Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Perhubungan Komunikas: dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran”

LANDASAN TEORI
Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dan kata kelola
yvang berarti mengurus, melakukan
pekerjaan.  menyelenggarakan  dan
sebagainya, vang kemudian
mendapatkan  imbuhan  pe-dan-an,
menjadi  pengelolaan yvang berarni
penyelenggaraan. Pengelolaan diartikan
sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau
usaha yang dilakukan oleh sekelompok
orang untuk melakukan serangkaian
kerja dalam mencapai tujan tertentu.

Pengelolaan  berasal  dan kata
manajemen atau administrasi. Moekijat
(2009:78), pengelolaan adalah

“serangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaar, pengkoordinasian,
petunjuk pelaksanaan, penertiban dan
pengawasan’.

Penerangan Jalan Umum

Menurut  Puspakesuma (1991:89)
menyatakan bahwa : "Barang publik
pada dasamya adalah barang yang
dapat dinikmati oleh semua orang



dengan tanpa pengecualian”. Setiap
orang dapat menggunakannya tanpa
persaingan. bahkan  barang publik
dapat dimanfaatkan dengan cosr secara
langsung vang sama sekali udak ada
untuk  memperolehnya. Salah  satu
contoh barang publik adalah lampu
penerangan jalan umum sebagai sarana
penunjang fungsi jalan umum. Salah
satu syarat jalan umum yang baik
adalah cukup penerangan pada saat
digunakan pada kondisi gelap atau
malam hari.

Penerangan Jalan Umum (PJU)
menurut Djoddivanto (2003:75) adalah
instalasi  vang  dirancang  untuk
menyediakan  power  suplay  untuk
penerangan lampu jalan umum dan
instalasi PIU biasanva di rencanakan
dan di pasang di alam terbuka. Antara

lain : Sensor cahava. alat dan bahan.
Komponen PHB. dan Keselamatan
kerja.

Pendapat  tersebut  menjelaskan
bahwa  penerangan jalan umum
merupakan instalasi yang dirancang

untuk melakukan penerangan jalan
umum yang biasanya di pasang di alam
terbuka,

Fungsi Penerangan Jalan
Penerangan jalan umum menurut
Lestari (2001:78) mempunyai fungsi
antara lain :
1. Menghasilkan kekontrasan
antara obyek dan permukaan

jalan
2. Sebagai alat bantu navigasi
pengguna jalan

3. Meningkatkan keselamatan dan
kenyamanan pengguna jalan,
khususnya pada malam hari

4. Mendukung keamanan
lingkungan
5. Memberikan keindahan

lingkungan jalan.

Menurut pendapat tersebut
menjelaskan bahwa penerangan jalan
umum memiliki fungsi sebagai alat
bantu penerangan jalan sehingga dapat
meningkatkan keselamatan dan
kenvamanan pengguna jalan dan
mendukung keamanan dan keindahan
lingkungan

Tempat Perencanaan Lampu
Penerangan

Menurut  Puspakesuma (1991:22),
menvatakan  beberapa tempat yang

memerlukan perhatian khusus dalam

membuat desain merencanakan lampu
penerangan jalan. antara lain :

. Lebar daerah nulik jalan vang

bervariasi dalam satu ruas jalan.

2. Tempat-tempat dimana kondisi

lengkung horisontal (tikungan)

tajam
3. Tempat vang luas seperti
persimpangan. interchange.

tempat parkir, dll.

Jalan jalan berpohon.

Jalan jalan yang mempunyai

nilai sejarah untuk keperluan

nilai estetis.

6. Jalan jalan dengan lebar median
vang sempit. terutama untuk
pemasangan lampu di bagian
median.

7. Jembatan sempit/panjang, jalan
layang dan jalan bawah tanah

il

(terowongan).

8. Tempat-tempat lain dimana
lingkungan  jalan banyak
berinteferensi dengan jalannya.

Pendapat  tersebut  menjelaskan

bahwa dalam menentukan penempatan
lampu penerangan jalan maka terdapat
beberapa  kriteria  yang  harus
diperhatikan seperti lebar daerah milik
jalan, tikungan tajam, tempat yang luas,
jalan yang banyak pepohonan, jalan
yang mempunyai nilai estetis, jalan



sempit dan jembatan serta tempat
dimana  jkalan  tersebut  sering
digunakan.
METODE PENELITIAN

Metode vang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif analisis
dengan pendekatan kualitatuf. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan
penulis dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan, studi lapangan
(observasi, dan Wawancara). Teknik
pengolahan/analisis data dalam
penelitian ini melalui langkah-langkah
sebagai berikut :

1. Setiap informasi atau data yvang
diperoleh, baik melalui
observasi, wawancara. studi
dokumentasi dianalisis:

2. Penganalisisan dilakukan setiap
selesai pengumpulan data yvang
ditkuti dengan interpretasi dan

elaborasi

3. Membuat  kategorisasi  dan
unitisasi data dengan
mengkodingkan data;

4. Mengadakan triangulasi, vaitu
membandingkan informasi dala
yang sama yang diperoleh;

5. Mengadakan member check
dengan pegawai sebagai sumber
utama informasi (data):

6. Mengadakan diskusi dengan
teman-teman  dalam  usaha
menguji  validitas -data vyang
terkumpul;

7. Memberikan tafsiran sebagai
usaha menemukan makna yang
terkandung dan diperoleh dalam
penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pengelolaan  Penerangan  Jalan
Dalam Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013

oleh Dinas Pekerjaan  Umum,
Perhubungan Komunikasi  dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian
mengenal  Pengelolaan  Penerangan
Jalan  Dalam  Peraturan  Bupati
Pangandaran Nomeor 13 Tahun 2013
oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan Komunikasi dan

Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran diketahui hasil
penelitian sebagai berikut :

I. Perencanaan (Planning)

Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Peraturan

Bupat Pangandaran Nomor |13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Perhubungan komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana dengan baik karena dalam
perencanaan kurang melibatkan
masyarakat untuk melakukan

pengelolaan penerangan jalan umum
sehingga tedapat beberapa kegiatan
pengelolaan penerangan jalan umum
vang dilakukan Kkurang melibatkan
masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi
vang dilakukan oleh penulis diketahui
bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan di
Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran belum terlaksana dengan

baik karena kurangnya dilakukan
perencanaan dalam pengelolaan
penerangan jalan sehingga
menyebabkan banyaknya  lampu

penerangan jalan yang mati namun
masyarakat tidak berusaha
memberitahukannya kepada petugas.



Sementara  itu menurut  Suandy
(2001:2) menyatakan bahwa :
Secara wmum perencanaan

merupakan proses penentuan tujuan
organisasi dan kemudian menvajikan
(mengartikulasikan) dengan jelas
strategi-strategi  (program), takiik-
taktik  (tata  cara  pelaksanaan
program) dan operasi (tindakan)
vang diperlukan untuk mencapai
tujuan secara menveluruh,

Dengan demikian dalam pengelolaan
penerangan jalan umum dipelrukan
adanva  satu  perencanaan  vang
melibatkan  masvarakat  sehingga
dengan keterlibatan masvarakat maka
tjuan vang diharapkan dapat 1ercapai
secara optimal.

1. Pengorganisasian(Organizing)
Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Pengzelolaan
Penerangan Jalan Dalam Perawuran
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum

terlaksana dengan baik karena masing-

masing seksi  dalam  pengelolaan
penerangan  jalan umum  kurang
melibatkan masyarakat dalam

pelaksanaannya sehingga menyebabkan
tanggungjawab antar bagian dalam
melakukan pengelolaan penerangan
jalan umum dalam pengelolaanya
kurang terlaksana dengan baik.
Begitupula dengan observasi penulis

diketahui bahwa pelaksanaan
Pengelolaan Penerangan Jalan umum
oleh Dinas  Pekerjaan  Umum,
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana  dengan  baik  karena

kurangnya kerjasama antar bagian

dalam organisasi  vang melibatkan
masyarakat sehingga vang menjadi
lujuan organisasi belum dapat dipahami
oleh masyvarakat.

Menurut Hasibuan (2008:91)
menyvatakan bahwa :
Pengorganisasian  adalah  suatu

proses penentuan. pengelompokan,
dan pengaturan bermacam-macam
aktifitas  vang diperlukan untuk
mencapai  tujuan, menempatkan
orang - orang pada setiap aktifitas
ini. menyediakan alat-alat  yang
diperlukan. menetapkan wewenang
vang secara relatif didelegasikan
kepada setiap individu yang akan

melakukan aktifitas-aktifitas

tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat
diketahui bahwa dalam
pengorganisasian  disusun  struktur

organisasi sebagai susunan komponen-
komponen (unit-unit kerja) dalam
organisasi. Selain daripada itu struktur

organisasi juga menunjukkan
spesialisasi-spesialisasi pekerjaan,
saluran perintah dan penyampaian
laporan. sehingga dengan adanya

kerjasama yang terjalin dengan baik
antar organisasi dan masyarakat maka
pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan
pererangan  jalan umum  dapat
terlaksana dengan baik.

3. Pengarahan (Directing)

Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana  dengan  baik  karena
pengarahan yang dilakukan kepada
petugas dan  masyarakat dalam



melakukan  pengelelaan  penerangan
jalan umum masih Kurang selain itu
penempatan  petugas dan masyarakat
dalam pengelolaan penerangan jalan
umum belum sesual dengan
kemampuannya.

Begitupula dengan hasil observasi
penulis diketahui bahwa pengelololaan
penerangan jalan umum belum dapat
dilaksanakan dengan baik karena
kurangnya pengarahan dan penempatan

petugas sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki oleh petugas dan
masyarakat  sehingga menyebabkan

pengelolaan penerangan jalan belum
terlaksana dengan baik.

Menurut Hasibuan (2008:935)
menyatakan bahwa :
Pengarahan  (Direcrion)  adalah

keinginan untuk membuart orang lain
mengikuti  keinginannva  dengan
menggunakan kekuatan pribadi atau
kekuasaan jabaian secara efektif dan
pada tempatnya demi kepentingan
jangka panjang perusahaan.
Termasuk didalamnya
memberitahukan orang lain apa yang
harus dilakukan dengan nada yang
bervariasi mulai darni nada tegas
sampal meminta atau  bahkan
mengancam. Tujuannva adalah agar
tugas-tugas  dapat  terselesaikan
dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut
pelaksanaan pengarahan yang
dilakukan  kepada  petugas dan
masyarakat akan sapgat berperan
penting dalam mencapai tujuan yang
diharapkan dalam pengelolaan
penerangan jalan umum karena petugas
dan masyarakat akan memahami
pentingnya pengelolaan penerangan
jalan umum,

rmaka

4. Pemotivasian (Motivating)

Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupau Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana  dengan  baik  karena
kurangnva pemberian motivasi kepada
petugas maupun masyarakat schingga
kurang tercipta keadaan kerja vang
menggairahkan  dalam  pengelolaan
penerangan jalan umum serta kurang
memberikan dorongan kepada pegawai
untuk  mau  berkerjasama dengan
masyarakatl sehingga kurang lebih giat
dan konsekuen.

Begitupula dengan hasil observas
diketahui bahwa dalam Pengelolaan
Penerangan  Jalan di  Kecamatan
Pangandaran Kabupaten Pangandaran
belum terlaksana dengan baik karena
kurangnya pemberian motivasi kepada
petugas dan  masyarakat  dalam
pengelolaan penerangan jalan umum
sehingga masih banyaknya
permasalahan-permasalahan dalam
pengelolaan jalan umum.

Menurut Terry & Rue (2009: 168),
motivasi dapat didefinisikan sebagai
sesuatu  yvang membuat seseorang
menyelesaikan  pekerjaan  dengan
semangat, karena orang ingin
melakukannya. '

Dengan demikian maka dalam
pengelolaan penerangan jalan umum
maka harus ada motivasi kepada
petugas maupun masyarakat sehingga
dapat bersama-sama dalam
melaksanakan pengelolaan penerangan
jalan umum.

itu

5. Pengendalian (Controlling)



Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Perawran

Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana  dengan  baik  karena
kurangnya dilakukan evaluasi secara
rutin dengan melibatkan masyvarakat
terhadap pengelolaan penerangan jalan
umum sehingga tidak dapat dilakukan
penilaian kepada petugas pelaksana
pengelola penerangan jalan umum vang
dilakukan oleh masvarakat serla
Kurangnya tindakan perbaikan terhadap
hasil evaluasi yang dilakukan oleh
masvarakat dalam pengelolaan
penerangan jalan umum.

Begitupula berdasarkan hasil
obsenvasi  penulis  diketahui  bahwa
selama ini Pengelolaan Penerangan

Jalan di Kabupaten Pangandaran belum
terlaksana ~ dengan  baik  karena
kurangnya dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan sehingga kurang
memberikan masukan kepada petugas
maupun masyarakat dalam melakukan
pengelolaan penerangan jalan umum,

Menurut Arikunto (2004:11)
menyatakan bahwa :

Evaluasi adalah suatu  kegiatan

sistematis dan terencana untuk

mengukur, menilai dan klasifikasi
pelaksanaan  dan  keberhasilan
program. Dalam suatu organisasi
penggunaan  evaluasi  sangatlah
penting guna untuk  menilai
akuntabilitas organisasi.evaluasi
adalah proses penilaian. Penilaian ini
bisa menjadi netral, positif atau
negatif atau merupakan gabungan
dari  keduanya. Saat sesuatu
dievaluasi biasanya orang yang

mengevaluasi mengambil keputusan

tentang nilal atau manfaatnya.

Dengan  demikian  pelaksanaan
evaluasi vang dilaksanakan terhadap
suatu kegiatan akan dapat memberikan
kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan
sutau kegiatan. Oleh karena itu evaluasi
pelaksanaan pengelolaan penerangan
jalan umum dapat memberikan umpan
balik bagi pelaksana dalam
memperbaikian pelaksanaan
pengelolaan penerangan jalan umum.

Hambatan-hambatan dalam
Pengelolaan  Penerangan  Jalan
Dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013
oleh Dinas Pekerjaan  Umum,
Perhubungan  Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa terdapat hambatan-
hambatan dalam Pengelolaan

Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran, antara lain
sebagai berikut :

l. Adanya  hambatan  karena
keterlibatan masyarakat masih
kurang  dalam  melakukan

pengelolaan penerangan jalan
umurn hal ini karena masyarakat
kurang peduli terhadap
keberadaan PJU.

2. Kegiatan dalam melakukan
pengelolaan penerangan jalan
umum yang dilakukan kurang
mendapat dukungan masyarakat
seperti masyarakat kurang ikut
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terlibat dalam proses
pelaksanaan pemeliharaan PJU.
Tugas pokok masing-masing
seksi dalam pengelolaan
penerangan jalan umum kurang
melibatkan masvarakat dalam
pelaksanaannya. Hal ini
dikarenakan masyarakat kurang
mau bekerjasama  dengan
petugas  untuk  melakukan
pemeliharaan PJU.

Kurangnya masyarakat dalam
melibatkan diri dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum hal ini

seperti  walaupun keberadaan
lampu PJU'  mati  namun
masvarakat  tidak  berusaha

melaporkannyva kepada petugas.
Keikutsertaan masy arakat dalam
Kegiatan  pengarahan  vang
dilakukan oleh petugas dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum masih
kurang

Kurang sesuainya penempatan
petugas dan masyarakat dalam
pengelolaan penerangan jalan

umum sesuai dengan
kemampuannya sehingga
menvebabkan pelaksanaan

pengelolaan PJU belum optimal.
Kurangnya pemberian motivasi
kepada petugas maupun
masyarakat sehingga kurang
tercipta keadaan kerja yang
menggairahkan dalam
pengelolaan penerangan jalan
umum

Kurangnya masyarakat dalam
bekerjasama dengan petugas
dalam pengelolaan penerangan
jalan umuim sehingga
menyebabkan banyaknya lampu
penerangan jalan yang kurang

mendapatkan pemeliharaan
secara rutin.

9. Kurangnyva dilakukan evaluasi
secara rutin dengan melibatkan
masvarakat terhadap
pengelolaan  penerangan jalan
umum sehingga permasalahan-
permasalahan  yang  lerjadi
belum dapat diselesaikan secara
cepal.

10. Kurangnya  penilaian  yang
dilakukan  kepada  petugas
pelaksana pengelola penerangan
Jjalan umum sehingga
menyvebabkan petugas kurang
optimal  dalam  melakukan
penerangan jalan umum.

1. Masvarakat kurang melakukan

tindakan perbaikan terhadap
hasil evaluasi vang dilakukan
oleh masyarakat dalam

pengelolaan  penerangan jalan
umum schingga menyebabkan
target vang ditetapkan tidak
tercapai sesuai dengan program
kerja.

Bepgitupula dengan hasil observasi
diketahui adanya hambatan-hambatan
dalam Pengelolaan Penerangan Jalan
Dalam Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan
Komunikasi dan Informatika di
Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran antara lain kurangnya
dilakukan  pengelolaan  penerangan
jalan umum sesuai dengan tahapan
pengelolaan suatu kegiatan sehingga
menyebabkan pelaksanaan pengelolaan

penerangan  jalan umum  belum
terlaksana  sesuai  dengan  yang
diharapkan.



Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dalam
Pengelolaan  Penerangan  Jalan
Dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013
oleh  Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa adanva upaya-upaya
dalam mengatasi hambatan-hambatan
dalam Pengelolaan Penerangan Jalan
Dalam Peraturan Bupati Pangandaran

Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas
Pekerjaan U'mum. Perhubungan
Komunikasi dan  Informatika di
Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran vang amtara lain sebagai
berikut :

1. Melibatkan masyarakat  dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum seperti
melibatkan  masyarakat  dalam
proses  perencanaan  sehingga
mengetahui rencana yang akan

dilaksanakan.

2. Melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum yang
dilakukan kurang mendapat
dukungan masyarakat sehingga
diupayakan mengundang

masyarakat untuk terlibat dalam
proses perencanaan.

3. Menjelaskan tugas pokok masing-
masing seksi kepada masyarakat
dalam pengelolaan penerangan
jalan umum melalui pelaksanaan
sosialisasi kepada masyarakat.

4. Melibatkan masyarakat dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum sehingga
masyarakat dapat mendukung

pelaksanaan pengelolaan

penerangan jalan umum.

Mengikutsertakan masyarakat

dalam kegiatan pengarahan yang

dilakukan oleh petugas dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum.

6. Melakukan penempatan petugas
dan masyarakat dalam pengelolaan
penerangan jalan umum sesuai
dengan kemampuannya dengan
cara  menganalisis  kemampuan
masing-masing petugas dan
masyarakat.

7. Memberikan  motivasi  kepada
petugas  maupun masyarakat
sehingga tercipta keadaan kerja
yang menggairahkan dalam
pengelolaan  penerangan  jalan
umum  dengan  memberikan
insentif.

& Memberikan dorongan kepada
masyarakat untuk bekerjasama
dengan petugas dalam pengelolaan
penerangan jalan umum

9. Melakukan evaluasi secara rutin
dengan melibatkan masyarakat
terhadap pengelolaan penerangan
jalan umum.

10. Melakukan  penilaian  kepada
petugas  pelaksana  pengelola
penerangan jalan umum sehingga
dapat mengetahui beberapa
permasalahan dalam pengelolaan

11. Melakukan tindakan perbaikan
terhadap hasil evaluasi yang
dilakukan oleh masyarakat dalam
pengelolaan  penerangan  jalan
umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis
diketahui bahwa selama ini dilakukan
upaya dalam mengatasi hambatan-
hambatan dalam Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

LA



Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran vang antara
lain dilakukan pelibatan masvarakat
dalam perencanaan suatu kegiatan dan
melibatkan masyarakat dalam kegiatan
evaluasi sehingga pelaksanaan
pengelolaan penerangan jalan umum
dapat dilaksanakan dengan baik karena
adanya kerjasama vang terjalin dengan
baik antara masyarakat dan petugas di
Dinas Pekerjaan Umum. Perhubungan
Komunikasi dan Informaika di
Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran.

KESIMPLULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
mengenai  Pengelolaan  Penerangan
Jalan  Dalam  Peraturan  Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013
oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum.
Perhubungan Komunikasi dan

Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran, maka berikut
ini penulis sajikan hasil penelitian
sebagai berikut :

1. Pengelolaan Penerangan Jalan
Dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun

2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten

Pangandaran secara umum belum
dilaksanakan dengan baik. Hal ini
dapat  dilihat dari  pendapat
informan  bahwa  Pengelolaan
Penerangan Jalan Dalam Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 13
Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Perhubungan Komunikasi
dan Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran belum dilaksanakan

dengan baik. Berdasarkan hasil
observasi dapat diketahui bahwa

Pengelolaan  Penerangan  Jalan
Dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun

2013 oleh Dipas Pekerjaan Umum,

Perhubungan  Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran K.abupaten

Pangandaranbelum  dilaksanakan
dengan baik.

Terdapat

I~

hambatan-hambatan
dalam Pengelolaan Penerangan
Jalan Dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan  Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten

Pangandaran antara lain :

a) keterlibatan masyarakat masih
kurang dalam  melakukan
pengelolaan penerangan jalan
umum  hal ini  Karena
masyarakat  kurang peduli
terhadap keberadaan PJU

b) Keikutsertaan masyarakat
dalam kegiatan pengarahan
yang dilakukan oleh petugas
dalam melakukan pengelolaan
penérangan jalan umum masih
kurang

¢) Kurang sesuainya penempatan
petugas dan masyarakat dalam
pengelolaan penerangan jalan

umum sesuai dengan
kemampuannya sehingga
menyebabkan pelaksanaan
pengelolaan  PJU  belum
optimal.
Berdasarkan hasil observasi dapat
diketahui bahwa adanya hambatan

dalam Pengelolaan Penerangan Jalan
Dalam Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan



Informatika  di

Kabupaten
dilaksanakan
beberapa

Komunikasi  dan
Kecamatan Pangandaran
Pangandaranbelum
dengan baik sesuai dengan
tahapan yang ditetapkan.

3. Dilakukan upaya
Pengelolaan  Penerangan
dalam Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

dalam
Jalan

Perhubungan  Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten

Pangandaran yang antara lain :

a) Melibatkan masyarakat dalam
melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum seperti
melibatkan masyarakat dalam
proses perencanaan sehingga
mengetahui rencana yang akan
dilaksanakan.

b) Melakukan pengelolaan
penerangan jalan umum yang
dilakukan kurang mendapat
dukungan masyarakat sehingga
diupayakan mengundang
masyarakat untuk terlibat dalam
proses perencanaar,
memberikan motivasi kepada
petugas maupun masyarakat
sehingga tercipta keadaan kerja
yang menggairahkan dalam
pengelolaan penerangan jalan
umum dengan memberikan
insentif.

¢) Melakukan tindakan perbaikan
terhadap hasil evaluasi yang
dilakukan oleh  masyarakat
dalam pengelolaan penerangan
jalan umum.

Berdasarkan hasil observasi dapat
diketahui bahwa adanya upaya dalam
Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Perhubungan Komunikasi dan

Informatika di Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaransesuai dengan
beberapa tahapan yang ditetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka
penulis menyampaikan saran sebagal
berikut :
I. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan Komunikasi dan
Informatika di Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran melakukan
pengelolaan  Penerangan  Jalan
sesuai dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013.

2. Sebaiknya masyarakat sadar dalam
melakukan  kerjasama  dengan
petugas dalam melakukan
pengelolaan  Penerangan  Jalan

sesuai dengan Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 13 Tahun
2013,
3. Sebaiknya petugas di Dinas

Pekerjaan Umum, Perhubungan

Komunikasi dan Informatika di
Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran
melakukan  kerjasama  dengan

masyarakat sehingga masyarakat
terlibat dalam tahapan pelaksanaan

pengelolaan  penerangan  jalan
UITIUII.
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